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TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN

Menimbang

Mengingat

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi,

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja
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Pendapatan Daerah;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

haeluim gecara ternerinei menaoatiir nelaleaanaan Hihah
oCUm seécara ferpernci mengatur nelalbeanaan Hihah

dan Bantuan Sosial, sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan
Penatansahaan, Pelnpnran dan Pertangoiingiawahan

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebasaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Indang (Lemharan Negara Renuhlik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
NDaerah (l.embaran Negara Renublik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 80);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2: Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

Bupati adalah Bupati Paser.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, Dbelanja dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa
dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat,
pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan dan Lembaga serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
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Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
stiid Uddk sSecdld lerus tenerus selap laliun anggarai,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu.

Penganggaran adalah kegiatan penyusunan anggaran Hibah
dan Bantuan Sosial.

Pelaksanaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan
untuk melaksanakan kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial.
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh Belanja Hibah
dan Belanja Bantuan Sosial dalam satu tahun anggaran.
Pertanggungjawaban adalah bentuk dokumen laporan
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang dilengkapi
dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelaporan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dan kinerjanya.
Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan
pengukuran kemajuan atas Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi
tentang sejauh mana Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial telah dicapai.

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari
APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas beban APBD.



Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
Ann Dartnnaoaminainurnhnan  carta Manitarina dAan Boaliiact
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Hibah dan Bantuan Sosial.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan

tujuan peruntukan Hibah dan Bantuan Sosial;
h. pemherian Hihah dan Rantuan Saogial tenat sasaran: dan

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Bantuan
Sosial.

BAB 11
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1

dail Tujuail 1 ciioeriaii
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta RKPD,
Lecuali ditentulrzan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.

(3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian
Daerah sesuai kepentingan Daerah, dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Paragraf 2
Kriteria

Pasal 4
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;
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2. kepada badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
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3. kepada partai politik; dan/atau
4. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan.
memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendulung  terselenggaranva fungei nemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; dan
memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Paragraf 3
Penerima Hihah

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

poop

¢ ]

(1)

pemerintah pusat;

pemerintah daerah lain:

badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia;

partai politik; dan/atau

pemerintah desa.

Pasal 6
Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja
selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah.
Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah
otonom baru hasil pemekaran sesuai ketentuan perundang-
undangan.
Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka
meningkatkan pelayanan Kkepada masyarakat sesuai
ketentuan perundang-undangan.
Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ diberikan dalam rangka
untuk meneruskan Hibah dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TT-l.~1. | [Ep—— . S ~la 2131, T -1 P S SR
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dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk uang atau jasa.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada badan atau
lembaga:
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berdasarkan peraturan perundang-undangan;
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b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan
olech PD yang menyelenggarakan pemerintahan di
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c. yang Dbersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan  berupa  kelompok masyarakat/
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan Lkeheradaannva diakni aleh Pemerintah Pueat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala
PD terkait sesuai dengan kewenangannya;

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
neraturan perundang-uindangan dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya; dan/atau

e. lembaga pendidikan dan/atau pendidikan keagamaan
lainnya yang telah memiliki surat keterangan terdaftar
vang diterbitkan Bupati sebagai bagian integral
pendidikan nasional dan pengembangan keagamaan di
Daerah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yvang
berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf e diberikan kepada partai politik sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penerima Hibah barang meliputi:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan,

lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang

bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian,
anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis
dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang
bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
pemerintah pusat;

pemerintah daerah lainnya,;

pemerintah desa; atau

perorangan atau masyarakat yang terkena bencana

alam dengan kriteria masyarakat berpenghasﬂan rendah
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undangan;
Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf d dilakukan dalam hal:
a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa
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b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh
pemerintah daerah dikembalikan kepada desa, kecuali
yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

opogo



Pasal 7
(1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan paling

cadil-it
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a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala desa;

dan
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah dan/atau hadan dan lemhaga di luar wilayah

administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah selaku pemberi Hibah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan nersvaratan naling
sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum;

b. berkedudukan dalam wilavah administrasi Pemerintah
Daerah; dan

c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi
Daerah.

(3) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf e berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
yang besaran penganggaran belanja bantuan keuangan
kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Bentuk Hibah
Pasal 8
Hibah Pemerintah Daerah dapat berupa:
a. uaiig, daii
b. barang atau jasa.
Pasal 9

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

11mif A mmamirnalras arArea rrAana Al hawilranm canara larorcrrsmer
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kepada penerima Hibah.

(2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b merupakan barang atau jasa yang
diberikan secara langsung kepada penerima Hibah.

{3) Hihah hnrnna hnrnna qnhnaa1mnnn dimalrenid pg_dg_ ayat (2)
dengan pemmbangan kepentmgan

sosial;

budaya;

keagamaan;

kemanuisiaan:

pendidikan yang bersifat non komersial;

penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan

daerah.
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Barang milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi

persyaratan:

a. bukan merupakan barang rahasia negara;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidun

orang banyak; atau
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hibah barang dapat berupa:

a  tanah dan/atau hangunan vang telah diserahkan

kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atan hangunan vang herada nada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara
lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang
tercantum dalam DPA-SKPD.

Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ meliputi:

a. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan

b. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
vang lebih optimal apabila dihibahkan.

Penetapan wuang/jasa/barang yang akan dihibahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Thcn aen s maslaus
1 Ciigudsulall

Pasal 10
Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana

Airmnlraind Aalavwa Daaal £ 1. £ e f Ane laivef A

dirmakend dalom Pasal 6 BuA¥ g, bural b, don hauf o

menyampaikan usulan Hibah, baik berupa uang atau

berupa barang/jasa secara tertulis kepada Bupati dengan

tembusan kepada Kkepala PD sesuai wurusan/tugas

fungsinya.

Bupati mendisposisikan  usulan Hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD sesuai

urusan/tugas fungsinya.

Badan atau lembaga serta organisasi kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d

menyamnaikan usnlan Hihah haik heriina nang atan

berupa barang/jasa secara tertulis kepada Bupati melalui

kepala PD sesuai urusan/tugas fungsinya.

PD sesuai urusan/tugas fungsinya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:

a. PD vang menvelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan dan kebudayaan;

b. PD yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan
bidang kesehatan;
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PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;
PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

. . . . .
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pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian;
PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
hidang linglkungan hidun dan urnean nemerintahan
bidang kehutanan;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat desa;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang nenanaman modal dan nelavanan ternadu satu
pintu;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kearsipan dan perpustakaan;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan. kawasan permukiman dan urusan
pemerintahan bidang pertanahan;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pemuda dan olahraga dan urusan pemerintahan
bidang pariwisata;

PD vang menvelenggarakan urusan pemerintahan
bidangtenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang
transmigrasi;

. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang sosial,

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang
koperasi dan usaha kecil dan menengah;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perkebunan dan peternakan;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang ketahanan pangan;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan  keluarga
berencana, dan urusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
i mam Teoad mand mcam e e Tocd et asmammas —— = ey
u1ua115 noLcLilcialiiall, NnOLCL LLvall (FEFRATENNY uaili
perlindungan masyarakat;

. PD yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan
bidang  ketenteraman, ketertiban umum = dan
perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

yan
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bidang perikanan,
. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesatuan bangsa dan politik.



(1)

(2)

(3)
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x. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keagamaan/peribadatan, kemasyarakatan, dan
bantuan pendidikan kurang mampu;
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bidang kehumasan dan kerjasama pembangunan;
z. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum,;
PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
hidang nerneahaan daerah:
bb.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang hukum.
Usulan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3)
disampaikan pada penyusunan rencana kerja PD sebelum
nelaksanaan musvawarah perencanaan npembangunan
RKPD tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

P)o

Pasal 11

Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah

lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

terdiri atas:

a. surat permohonan; dan

b. proposal.

Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:

a. pimpinan kementerian/lembaga, atau kepala instansi
vertikal tingkat provinsi untuk usulan dari Pemerintah
Pusat;

b. Kepala Daerah untuk usulan dari pemerintah daerah
lain; dan

c. direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk
usulan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling sedikit memuat:

a. proposal Hibah berupa uang:

identitas dan alamat pengusul;

latar belakang;

maksud dan tujuan;

rincian rencana  penggunaan Hibah /rincian

anggaran biaya,;

lokasi pelaksanaan;

waktu pelaksanaan;

DT D R USSR, S
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susunan kepengurusan organisasi/lembaga; dan
nomor rekening bank yang masih berlaku
roposal Hibah berupa barang/jasa:

identitas dan alamat pengusul;

lntnr lhalalrAv e
ACALEAL  ASUACAIMAL Ly

maksud dan tujuan;

jenis barang/rincian pekerjaan jasa;

volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
lokasi pemberian barang/jasa.

o 28 =R
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(2)

(4)
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Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12
Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) terdiri atas:
a. surat nermohonan;
b. proposal; dan
c. kelengkapan dokumen administrasi.
Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh
ketuna/pimninan  badan, lemhaga  atau  organisasi
kemasyarakatan.
Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
paling sedikit memuat:
a. proposal Hibah berupa uang:
1. identitas dan alamat pengusul:
2. latar belakang;
3. maksud dan tujuan; dan
4. rincian rencana penggunaan Hibah /rincian
anggaran biaya.
b. proposal Hibah berupa barang/jasa:
identitas dan alamat pengusul;
latar belakang;
maksud dan tujuan;
jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
lokasi pemberian barang/jasa.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
a. fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan badan,
lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
b. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah
mendapat pengesahan dari Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum atau Peraturan Bupati tentang pembentukan
organisasi/lembaga atau dokumen lain yang
dipersamakan;
fotokopi nomor pokok wajib pajak;
fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan/desa
atau nama lain setempat;
e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari

e

1
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f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau
bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen
lain yang dipersamakan;

g. surat pernyataan tanggung jawab pengusul bermaterai;
Ann
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h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama
badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk
Hibah berupa uang.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)
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Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, huruf e, dan huruf f dikecualikan bagi penerima
hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c.
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jawab pengusul bermaterai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
Evaluasi Usulan Hibah

Pasal 13
Rupati menuniuk Kenala PD sesuai dengan urusan/tugas
fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
untuk melakukan Evaluasi atas usulan Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3).
Kepala PD sesuai dengan urusan/tugas fungsinya
sebagaimana dimaksud pada avat (1) melakukan Evaluasi
terhadap kelengkapan dokumen usulan Hibah, baik berupa
uang atau berupa barang/jasa dengan membentuk Tim
Evaluasi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan
peninjauan lapangan.
Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dalam
pemberian Hibah dan hasilnya dituangkan dalam format
hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh Tim
Evaluasi.
Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti
kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan
dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan
yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul Hibah.
Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Tim Evaluasi dapat melakukan
koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur PD terkait
lainnya.
Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara
peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5), kepala PD menerbitkan surat rekomendasi
persetujuan dan/atau penolakan terhadap usulan Hibah
yang disampaikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah hasil penelitian administrasi dan berita
acara peninjauan lapangan diterima oleh kepala PD.
Format keputusan pembentukan Tim Evaluasi, format hasil
am mam mladid man o odomm tan d sl s Aawn Lovmnnd hacldda o ecanm oo it s -
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lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan
ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



-14 -

Bagian Keempat
Rekomendasi Pengusulan Hibah

Paragraf 1
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Pasal 14

(1) Kepala PD menyampaikan surat rekomendasi usulan Hibah
berupa uang kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
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penetapan RKPD atau perubahan RKPD.

(2) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja
Hibah berupa uang dalam rancangan RKPD atau rancangan
nerubahan RKPD,

(3) Kepala PD bertanggung jawab penuh terhadap surat
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik
secara formal dan materiil.

(4) Format rekomendasi dan format pertimbangan TAPD
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rekomendasi Pengusulan Hibah berupa Barang/Jasa

Pasal 15

(1) Kepala PD menyampaikan surat rekomendasi usulan Hibah
berupa barang/jasa kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua
TAPD untuk mendapatkan pertimbangan TAPD, sebelum
penetapan RKPD atau perubahan RKPD.

(2) Sebelum pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan, Sekretaris TAPD menginventarisir dan
merekapitulasi surat rekomendasi atas usulan Hibah
dimaksud.

(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit:

a. identitas penerima Hibah barang/jasa;

b. jenis dan jumlah barang/jasa;

c. standar harga satuan atau standar satuan pokok
kegiatan/sub kegiatan;

d. barang/jasa; dan

e. nominal.

(4) Dalam hal Hibah berupa barang/jasa menggunakan standar
harga satuan atau standar satuan pokok kegiatan/sub
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, maka
dilampirkan dengan rencana anggaran biaya sebagai
pembentuk standar harga satuan atau standar satuan pokok
kegiatan/sub kegiatan.

(5) Standar harga satuan atas barang/jasa atau harga satuan
atau standar satuan pokok Keglatan/sub Kkegiatan atas
barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
diusulkan oleh kepala PD kepada Kepala PD yang
membidangi urusan keuangan dan aset daerah untuk
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penetapan standar harga satuan dalam penganggaran
belanja Hibah berupa barang/jasa.
Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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barang/jasa dalam rancangan RKPD atau rancangan
perubahan RKPD.

Kepala PD bertanggung jawab penuh terhadap surat
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik
secara formal dan materil

Format surat rekomendasi dan format Pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Dalam hal RKPD atau Perubahan RKPD telah ditetapkan,
usulan Hibah hanya dapat dilakukan untuk menampung
adanya kebijakan /pokok-pokok pikiran yang berasal dari:
a. Bupati/Wakil Bupati: dan/atau
b. DPRD.
Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penganggaran

Pasal 17
Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan
dalam RKA-SKPD pada jenis belanja Hibah.
Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang merupakan urusan dan
kewenangan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada PD
sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.
Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang bukan merupakan urusan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam
rangka mendukung pencapaian sasaran program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada PD
yang melaksanakan unsur pendukung program dan
kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada PD
Sekretariat Daerah.
Hibah uang, barang dan/atau jasa terkait menjaga pola
Lsslhasamn vnan memdaa lacalea mwe cvasmammtandalican daan fadacs Sam cdoan
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vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
dianggarkan pada PD yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum.
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
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dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 18

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah
dicantumkan pada Lampiran Peraturan Bupati tentang
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(2)

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Pelaksanaan anggaran Hihah bheruna uang dan Hibah

berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD atau

DPPA-SKPD.

Pelaksanaan hibah barang pada tanah dan/atau bangunan

yang telah diserahkan kepada Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 avat (5 diawali dengan
pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data
barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan
status kepemilikan untuk data barang milik daerah
berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,
nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.

Tata cara hibah barang berpedoman pada Kketentuan
peraturan  perundang-undangan mengenai pedoman
pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 20
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didasarkan pada Peraturan Daerah tentang
APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD /Penjabaran Perubahan APBD.

Daftar penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa

. .
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atau barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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(3)

(4)

(5)
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Usulan daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh kepala PD kepada Sekretaris
Daerah. Ub. Kepala Bagian Hukum.

KWahannran Anatn Aan lLranhaoanhan rlr\]r1 1rran narorraratan

penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa yang
tercantum dalam daftar penerima Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PD terkait.
Surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah
sehagaimana dimakeud nada awvat (2) meniadi daecar

penyaluran Hibah.

Paragraf 2
NPHD berupa Uang

Pasal 21

Setiap pemberian Hibah berupa wuang terlebih dahulu

dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh kepala

PD dan penerima Hibah.

NPHD sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit

memuat ketentuan mengenai:

pemberi dan penerima Hibah;

tujuan pemberian Hibah;

besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;

hak dan kewajiban;

klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepada pihak penerima hibah;

f. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;

g. tata cara pelaporan Hibah;

h. sanksi; dan

i. penyelesaian perselisihan.

NPHD berupa uang sebagalrnana dimaksud pada ayat (1)

disiapkan oleh PD atau penerima Hibah dan diajukan

permohonan penandatanganan NPHD Hibah berupa uang
oleh penerima Hibah kepada kepala PD.

Sebelum dilakukan penandatanganan NPHD, Kepala PD

melakukan penelitian kesesuaian NPHD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan:

a. rencana anggaran biaya atas penggunaan Hibah;

b. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam DPA-
SKPD/DPPA-SKPD dan Peraturan Daerah tentang
APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD /Penjabaran Perubahan APBD; dan

c. Keputusan Bupati mengenai daftar penerima H1bah

Bentuk surat permohonan penandatanganan NPHD berupa

. 3~ | -1 NITAT TT T mcam mam A D . T
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dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat
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kepala PD dan penerima Hibah dapat melakukan
penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

o poop
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Paragraf 3
NPHD berupa Barang/Jasa
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dahulu dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh
kepala PD dan penerima Hibah berupa barang/jasa
berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

NPHD atas Hibah berupa barang/jasa sebagaimana
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identitas pemberi dan penerima Hibah;

jenis dan nilai hibah;

tujuan dan peruntukan pemberian Hibah;

besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;

halk dan kewaiihan;

klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepada pihak penerima hibah;

tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;

tata cara pelaporan Hibah;

nerithahan NPHD):

sanksi; dan

penyelesaian perselisihan.

Sebelum dilakukan penandatanganan NPHD, kepala PD

melakukan penelitian kesesuaian NPHD sebagaimana

dimaksud pada avat (2] dengan:

a. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam DPA-SKPD
dan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD
serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD /Penjabaran Perubahan APBD; dan

b. Keputusan Bupati mengenai daftar penerima Hibah.

NPHD berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disiapkan oleh PD atau penerima Hibah dan diajukan

permohonan penandatanganan NPHD Hibah berupa

barang/jasa oleh penerima Hibah kepada kepala PD.

Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat

dalam format NPHD, kepala PD dan penerima Hibah dapat

melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o a0 o

Paragraf 4
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Pasal 23
Pencairan Hibah berupa uang dapat dilakukan setelah
penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
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kepada Bupati melalui Kepala PD dilengkapi dokumen

administrasi, meliputi:

a. surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi rencana
anggaran biaya penggunaan Hibah yang telah

dicecniail-an Hnﬂgqn nilai hecaran Hihah vang diterima
an ar

sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran Hibah yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;



(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)
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NPHD;
fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;
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yang masih aktif;
kuitansi bermaterai, dibubuhi cap ditandatangani oleh
pimpinan dan bendahara instansi penerima Hibah atau
sebutan lainnya;
g. nakta integritas nenerima Hihah hermaterai untulk
pengunaan Hibah sesuai dengan NPHD; dan
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
Usulan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan secara sekaligus atan hertahan.
Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap
dan sah oleh PD, maka kepala PD merekomendasikan
proses pencairan Hibah melalui PPTK kegiatan/sub
kegiatan Hibah. sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kepala PD bertanggung jawab penuh secara formal dan
materil atas rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).
Usulan pencairan Hibah secara sekaligus atau bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam NPHD.
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran serta
Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

& e g
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Pasal 24
Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke
nomor rekening bank penerima Hibah.
Pencairan Hibah diproses oleh PPTK, bendahara pengeluaran
dan PPK-SKPD pada PD sesuai dengan mekanisme
pembayaran langsung dari rekening kas umum Daerah ke
nomor rekening bank penerima Hibah.
Bendahara Pengeluaran PD menerbitkan SPP-LS untuk
diajukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan:
a. DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
b. surat usulan pencairan Hibah dari calon penerima

f dy i3, Sy, S
Lilioaui,

c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
Hibah;

d. pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) huruf f; dan
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Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, PPK-
SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
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Setelah SPM-LS ditandatangani sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan
selanjutnya mentransfer dana Hibah ke nomor rekening

FRALLAR PAACAAN L LALACA A RAASRAL L

Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
TT-lhal hcacnamne v mam
ter_]adl pergantlan pimpinan badan/ lembaga/organisasi
kemasyarakatan/partai politik penerima Hibah, harus
dibuktikan  dengan surat  keputusan = pergantian/
pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga/partai politik

rramer harannalr-iidban
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Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/partai politik
maka pencairan Hibah berupa uang untuk
organisasi/lembaga/partai  politik yang bersangkutan
ditunda sampai dengan selesainva sengleta kepengurusan
berdasarkan keputusan musyawarah dan/atau putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan batas akhir
pencairan tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal sampai batas akhir pencairan tahun anggaran
herkenaan helum terdanat keputusan musvawarah dan/atan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam
penyelesaian sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka alokasi anggaran Hibah untuk badan,
lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau partai politik
vang bersangkutan dibatalkan.

Paragraf 5
Penyaluran Hibah berupa Barang/Jasa
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anggaran melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai
DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
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anggaran mencatat barang atau jasa hasil pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kelompok belanja
operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah barang dan
jasa, rincian objek Hibah barang dan jasa yang akan
dicerahlan Lepada penerima Hibah tahun anggaran
berkenaan.

Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran,
barang/jasa belum dapat disalurkan maka pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran mencatat barang/jasa
sehagai harang nersediaan atan harang dalam nroses
pengerjaan.
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Pasal 27

(1) Penyaluran Hibah dari PD kepada penerima Hibah berupa
barang/jasa hasil proses pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 gyat (1) disertai dengan berita acara serch
terima.

(2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditandatangani oleh kepala PD dan penerima Hibah
barang/jasa.

Pasal 28

(1) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa dilakukan setelah
dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

a. berita acara serah terima bermaterai, dicap dan
ditandatangani;

NPHD;

fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;

surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas

bermaterai; dan
e. persvaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(3) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasinya
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dinvatakan lengkap
dan sah oleh kepala PD, maka penyerahan Hibah dapat
dilakukan.

(4) Bentuk format berita acara serah terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

oo o

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

Pasal 29

Pertanggungjawaban Kepala PD atas pemberian Hibah meliputi:
a. usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Bupati
melalui Kepala PD;
Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
NPHD;
pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan
bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan
NPHD dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan
materil atas penggunaan Hibah;
Ukt transfer atas pemberian [libah berupa uang atau berita
acara serah terima/bukti serah terima barang/jasa atas
pemberian Hibah berupa barang/jasa; dan
f. laporan dokumentasi berupa pelaksanaan Hibah dan cetak

rekening koran penerima Hibah.

ae o
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Pasal 30
(1) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
a. laporan penggunaan Hibah;
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menyatakan bahwa Hibah yang telah diterima telah
dipergunakan sesuai dengan NPHD; dan

c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bagi
nenerima Hihah heruna uang atan salinan herita acara
serah terima/bukti serah terima barang/jasa bagi
penerima Hibah berupa barang/jasa.

(2) Bentuk laporan dan bentuk surat pernyataan tanggung jawab
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b tercantum dalam Lamniran vang merunakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal
dan material atas penggunaan Hibah vang diterimanva.

(2) Penerima Hibah menyampaikan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan
huruf b kepada Bupati melalui kepala PD untuk Hibah
berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa, paling lambat
1 (satu) Dbulan berikutnya setelah pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala PD melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam
rangka Evaluasi penggunaan Hibah dan/atau percepatan
penyampaian laporan penggunaan Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh
penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

(5) Terhadap penerima Hibah yang masih terdapat sisa
anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan NPHD
sampai dengan akhir tahun anggaran, maka wajib
menyampaikan laporan kepada Bupati melalui kepala PD
dengan tembusan kepala PD yang mengurusi urusan
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal
31 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali
ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Dalam hal terdapat penerima ilivan yang masin terdapat
sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan
akhir tahun berkenaan maka penerima Hibah wajib
menyetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat
1 (satu) bulan Dberikutnya setelah pelaksanaan
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Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Format keputusan kepala PD dalam melakukan Monitoring
dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
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Pasal 32

Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:

a. surat nengantar vang dituiukan kenada Runati melalui
Kepala PD;

b. laporan keuangan, paling sedikit memuat:

1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai
rencana anggaran biaya;

2. rincian realisasi kegiatan nenggunaan dana Hibah:

3. rekening koran bank pada periode diterima dana
Hibah sampai dengan realisasi kegiatan/sub
kegiatan;

4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilampirkan
bukti setoran pengembalian sisa dana Hibah ke
rekening kas umum Daerah; dan

5. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. laporan kegiatan/sub kegiatan, paling sedikit memuat:
1. pendahuluan;

2. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

3. hasil pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

4. penutup/kesimpulan.

Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung

jawab bermaterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1) huruf a dan huruf b dan ditandatangani serta

dibubuhi cap/stempel oleh:

a. pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran
untuk pemerintah pusat;

b. Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah lain;

c. direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah;

d. ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk badan,
lembaga, atau organisasi kemasyarakatan; dan

e. ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk partai politik.

Pasal 33

Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa dicatat
sebagai realisasi belanja Hibah dalam program, kegiatan dan
sub kegiatan pada PD sesuai dengan standar akuntasi
pemerintahan dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang belum diserahkan sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam

nciaca.
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Pasal 34
Realisasi Hibah dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan
catatan atas laporan keuangan PD sesuai standar akuntansi

.
e

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

TYa e
vIiliuin
Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial.
(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
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\ A, “UL‘&W‘- LIL\JLILHUA AACALALARLAL L Lt\l‘l‘.u‘-lly i l\buwl&w‘. AASCAN L AL

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta RKPD, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
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memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

(3) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial
sehagaimana dimakeud nada avat (3] kepada individn,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko
Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelaniutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa Bantuan Sosial
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
telah lepas dari Risiko Sosial yang sesuai dengan Kkriteria
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), meliputi:

a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang
mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat
dari Risiko Sosial, agar dapat memenuhi kebutuhan
hidup minimum; dan/atau

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, bidang
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.

(2) Bantuan Sosial kepada masyarakat dan lembaga non
pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan
huruf b merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan dan
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada
saat penyusunan APBD atau perubahan APBD.
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Pasal 37
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
terdiri atas:
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b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.
Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (3) adalah uang yang diberikan secara
langsung kenada nenerima Rantuan Sosial generti:
beasiswa bagi anak miskin;
yayasan pengelola yatim piatu;
nelayan miskin;
masyarakat lanjut usia;
masvarakat terlantar;
masyarakat penyandang disabilitas/cacat berat;
tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak
mampu;
santunan duka cita;
santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat:
santunan penguatan ekonomi; dan
perbaikan rumah masyarakat.
Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (3) merupakan barang yang diberikan secara
langsung kepada penerima Bantuan Sosial seperti:
a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar
biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna
sosial; dan/atau
d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang
mampu.
Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal
dan materil atas penggunaan Bantuan Sosial yang
diterimanya.
Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan
APBD berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan
Sosial dan/atau atas usulan Kepala PD.
Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan
dianggarkan pada RKA-SKPD terkait dan dirinci menurut
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan
untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial
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bersangkutan.
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(8) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain untuk:
a. biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin,;
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c. bantuan korban banjir;

d. bantuan korban angin puting beliung; dan/atau

santunan kematian bagi masyarakat miskin.

(9) Usulan permintaan Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanalkan sehelumnva sehagaimana dimalkeud nada avat
(7) dilakukan oleh Kepala PD.

(10)Total pagu anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya, tidak melebihi total pagu
anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.

®

(11)Penganggaran  Bantuan  Sosial vang fidak  danat
direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak
terduga.

Pasal 38

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (4) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada
calon penerima Bantuan Sosial yang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki identitas
kependudukan yang jelas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian
Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan
diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap
tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas
dari Risiko Sosial.

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan
Sosial meliputi:

rehabilitasi sosial;

perlindungan sosial,

pemberdayaan sosial;

jaminan sosial;

pEnanggulangain ncimissinan; aai

penanggulangan bencana.
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Pasal 39
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan
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disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani

rieilkn dari guncangan dan Lkerentanan e<ncial secenrang,

keluarga maupun kelornpok masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
avat (5) huruf e dituinkan untuk meniadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(5) huruf d merupakan skema vang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program,
kegiatan dan sub kegiatan vang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi bencana.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial yang Direncanakan

Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 40

Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
dalam 1'asai 37 ayat {1} nurul a dayal. be upa uaiig alau
barang.

Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) usulannya dapat berasal dari:

a. calon penerima Bantuan Sosial; dan/atau
b Eespaia PP,

Usulan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada
individu dan/atau keluarga.

Jumlah pagu usulan kepala PD sebagaimana dimaksud pada

avat Q) huriaf h tidalr halah mealamnaiii naonn 1enlan Aari
e e B i T T L S L e

calon penerima Bantuan Sosial.
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Paragraf 2
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 41
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usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa
uang.
Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
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identitas pengusul,;
alamat pengusul;

latar belakang;

maksud dan tujuan; dan

rencana penggunaan Rantuan Social

N

b. dokumen administrasi paling sedikit memuat:
1. fotokopi kartu tanda penduduk;
2. surat pernyataan tanggung jawab;
3. surat keterangan tidak mampu dari desa atau nama
lain setemnat: dan

4. salinan rekening bank yang masih aktif.

Pasal 42
Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada Bunbpati
melalui Kepala PD.
Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan pada saat penyusunan rencana kerja PD,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lambat sebelum penetapan RKPD
atau perubahan RKPD.
PD menyampaikan usulan Bantuan Sosial yang telah
ditampung dalam rencana kerja PD atau perubahan
rencana kerja PD kepada Bappeda.
Setiap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya diperkenankan 1 (satu) usulan tertulis yaitu
berupa surat permohonan dan proposal Bantuan Sosial.
Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pengusulan oleh Kepala PD atas Bantuan Sosial
Berupa Uang Kepada Individu dan/atau Keluarga

Pasal 43
Kepala PD dapat mengajukan surat usulan tertulis Bantuan
Sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) hurut b.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pendataan PD dan tanpa permohonan tertulis dari calon
penerima Bantuan Sosial.
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(3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat data:
a. nama calon penerima, nomor induk kependudukan,

nlarmint 110in 1omic lralamin: Aan

b. besaran Bantuan Sosial.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
data hardcopy dan/atau softcopy dalam bentuk file PDF.

(5) Kepala PD bertanggung jawab penuh secara formal dan
materil atas surat nsulan sehagaimana dimakeud nada avat
(1) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung
jawab mutlak bermaterai.

(6) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
ternisahkan dari Peraturan Bunati ini.

Pasal 44
Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dan Pasal 43 disampaikan kepada Bupati
melalui kepala Bappeda disertai surat rekomendasi paling
lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 4
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 45
(1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta
lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (4) dapat mengajukan usulan tertulis
Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang kepada
Bupati melalui kepala PD, pada saat penyusunan
rancangan awal rencana kerja PD.
(2) Usulan tertulis dari individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. proposal paling sedikit memuat:
1. identitas pengusul;
2. alamat pengusul;
3. maksud dan tujuan; dan
4. kebutuhan barang.
b. dokumen administrasi paling sedikit memuat:
1. totokopi kartu tanda penduduk; dan
2. surat pernyataan tanggung jawab.
(3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. proposal paling sedikit memuat:
1. 1dentitas pengusuli,;
2. alamat pengusul,;
3. latar belakang;
4. maksud dan tujuan; dan
5. kebutuhan barang.
dalcssenn men o demnlantadann ot amem i o ma dil2d cm cdmmas s
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1. fotokopi kartu tanda penduduk
ketua/pimpinan/sebutan lainnya lembaga non
pemerintah;
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2. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang
telah mendapat pengesahan dari kementerian yang
membidangi hukum atau Keputusan Bupati tentang
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lain yang dipersamakan;

3. fotokopi nomor pokok wajib pajak;

4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari
kelurahan/desa atau nama lain setempat;

5. fotokoni izin onerasional/tanda daftar lemhaga dari
instansi yang berwenang;

6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah
atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau
dokumen lain yang dipersamakan; dan

7. surat nernvataan tangeung iawah hermaterai.

Paragraf 5
Evaluasi Usulan

Pasal 46
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keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial secara
tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk
menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
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lapangan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD
membentuk Tim Evaluasi.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan,
keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial yang
dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan di lakasi nengneunl Rantnan Sosial oleh Tim
Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan Bantuan
Sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam
berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh
Tim Evaluasi dan pengusul Bantuan Sosial.

Dalam melakukan peniniauan lapangan terhadap usulan
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim
Evaluasi dapat melakukan  koordinasi dan/atau
mengikutsertakan unsur PD terkait lainnya.

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan bentuk berita acara peninjauan lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Pasal 47
Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara
peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 agyat (3) Kepala PD menyampaikan surat rekomendasi
Bantuan Sosial berupa uang atau barang secara tertulis
kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
prigritas dan kemampuan keuangan Daerah,
Surat rekomendasi Kepala PD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
Bantuan Sosial dalam rancangan RKPD atau perubahan
RKPD.
Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab penuh secara formal dan materiel
terhadap hasil Evaluasi dan rekomendasi atas usulan
pemberian Bantuan Sosial.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa
uang atau barang.
Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 48
Bantuan Sosial berupa barang, surat rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. jenis barang;
b. volume; dan
c. harga satuan barang.

Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diusulkan oleh kepala PD sebagai komponen dalam
penganggaran belanja Bantuan Sosial berupa barang.

Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 49
Daintuain Sosial yaiig difciicanaxail péiupa uaing dai
Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-
SKPD.
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan
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peraturan perundang-undangan.
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Pasal 50
Kepala PD menganggarkan Bantuan Sosial yang direncanakan
berupa uang dan barang ke dalam RKA-SKPD yang dirinci
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program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD.

Pasal 51
Daftar nama nenerima alamat nenerima dan hegaran Rantuan
Sosial dicantumkan pada Lampiran Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD atau Perubahan Penjabaran APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52
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berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD atau
DPPA-SKPD.

Pasal 53
1\ Dawntitan QAaacial ha Aicnartns hacaras
‘ L’ e VAAUA AJ.L.I.IA. AsCALLLLACALL AN WAL \l\/l \—ll.lbl. umx& LALWI L LA A AL AL L
uang yang akan diserahkan, ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang disertai jenis
barang, volume dan harga satuan barang yang akan
digerahlzan ditetanlkan dengan Keputusan BRunati,

(3) Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan
penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
tanggung jawab kepala PD.

Paragraf 7
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 54
(1) Penerima Bantuan Sosial vang direncanakan berupa uang
mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial
kepada Bupati melalui Kepala PD dilengkapi dokumen
administrasi, meliputi:

a. rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial
sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran Bantuan Sosial.

b. fotokopi kartu tanda penduduk;

c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

d. kuitansi bermaterai, dibubuhi cap dan ditandatangani
penerima Bantuan Sosial;

e. pakta integritas bermaterai; dan

f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(3) Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan
berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap.
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(4) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan lengkap dan sah oleh PD, maka Kepala PD

(5) Dokumen adrmmstram sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disertai dengan pakta integritas bermaterai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(6) Kepala PD bertanggung jawab penuh secara formal dan
materiel atas nencairan sehagaimana dimakend nada avat
(1).

(7) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial serta bentuk pakta integritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e tercantum
dalam LLamniran vang merunakan hagian tidak ternisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

(1) Pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang
dilakukan dengan mekanisme pembavaran langsung ke
nomor rekening bank penerima.

(2) Bendahara pengeluaran PD menerbitkan SPP-LS untuk
diajukan kepada kepala PD melalui PPK-SKPD berdasarkan:
a. DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
Bantuan Sosial;

c. pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) huruf e; dan

d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

(3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD
menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh kepala
SKPD.

(4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) maka kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan
selanjutnya mentransfer dana Bantuan Sosial ke nomor
rekening bank penerima Bantuan Sosial.

(5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 8
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 56
Kepala I'D sclanu peigguilia anggaiail iiclasunail  proscs
pengadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 57

------- e T~ Q1 T mmam e AT 1

[enycralian Daiituaii oosial oer Upa ovaiaiig dilakukaii oleh
Kepala PD kepada penerima Bantuan Sosial setelah
dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

—
[y
——
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a. berita acara serah terima bermaterai, dibubuhi cap dan
ditandatangani kepala PD selaku pengguna anggaran
dan penerima Bantuan Sosial,;

fratnlr-ani lrartin +anda nendiidanal-

pakta integritas bermaterai; dan

persyaratan lain sesuai ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam ranglan 2 (dual

(3) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, maka penyerahan Bantuan Sosial
dapat dilakukan.

A 0w

Paragraf 9
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 58
Penerima Bantuan Sosial vang direncanakan berupa uang dan
barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial
kepada Bupati melalui Kepala PD.

Pasal 59
Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang
dicatat sebagai realisasi belanja Bantuan Sosial dalam program,
kegiatan dan sub kegiatan pada PD.

Pasal 60

(1) Pertanggungjawaban PD atas pemberian Bantuan Sosial
meliputi:

a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada
Bupati melalui Kepala PD;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
Bantuan Sosial;

c. pakta intergritas dari penerima Bantuan Sosial yang
menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan, bertanggung jawab
penuh baik secara formal dan materiel atas penggunaan
Bantuan Sosial; dan

d. bukti transter atas pemberian Bantuan Sosial berupa
uang atau berita acara serah terima/bukti serah terima
barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

(2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung
jawab secara formal dan materiel atas penggunaan Bantuan
Sosial yang diterimanya.

(3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang
direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial,

b. surat permyataan tanggung jawab yang mcinyatarkai

bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan
sesuai dengan usulan; dan
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c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bagi
penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan

Al A A LAMLAL LA RALL AALL LML AAlALA LA RassvA “D

bagi penerima Bantuan Sosml berupa barang.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui
Kepala PD untuk Bantuan Sosial berupa uang dan Bantuan
Sogial heruuna harang,

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan paling lambat 31 Desember tahun anggaran
berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Kenala PD melakukan Monitoring dan FEvaluasi dalam
rangka Evaluasi penggunaan Bantuan Sosial berupa uang
dan Bantuan Sosial berupa barang dan/atau percepatan
penyampaian laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa
uang dan Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud pada avat (4).

(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan
Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 61

....... -1 5 - . S

1\\..::.11:»4:161 ua.ut.ucuL UUDIGLI _ycLus uucu\,cuuu\a_u uua.puxnau Udiaiii
laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan
PD sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 62

1) Dawxntrran Qaacinl srama Aivranannalras havmiissae havasna craser
A1) AUGATILMCALL  WIUADIGAL Y OARAR, VAL UALUCALACAIMGALE UL WA PG AGAL LA R, Jw‘f)

belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

(2) Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang

Adilronvercilzan cecnai etandar aliintanei nemerintahan nada
=

A LAANS AL ¥ N A mrAAALAA A s e A AMA e LA s A A LAL A A LA L Leas s esa LSS S P S e

laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan

atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

mrmem danlal coman -~ o mam o T T e

- - am Ol 1
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Pasal 63
(1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak

+ardiren
LA R

(2) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan
Sosial yang direncanakan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya diatur dalam Peraturan
Bupati mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

Aﬂﬂ Dﬂﬂﬂf"}‘l(‘f)hﬂﬂﬂ Dﬁf“'ﬂﬂ"ﬂ“ﬂmﬁll?'\]’\ﬂﬂ r‘ﬂﬁ Dn]"l“f\f"‘l“
alasa A L AALALAA LA WAL ALALAL Ly 4 soa e e et o B LALALL 4 AR R sA e

Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 64

Penerima Hibah atau Bantuan Sosial dilarang:

a.

h.

(1)

(2)

—_—
[
—_——

(2)

(3)

mengalihkan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima

kepada pihak lain; dan
mengguinakan dana Hihah dilnar kegiatan/sub kegiatan
sesuai dengan proposal/NPHD.

Pasal 65
Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak
melaksanakan kegiatan/sub kegiatan dan/atau

melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan
proposal/NPHD yang diusulkan, maka penerima Hibah
atau Bantuan Sosial wajib mengembalikan dana Hibah atau
Bantuan Sosial yang diterima kepada Pemerintah Daerah
dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan,
kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak
mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau terlambat
atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dan/atau
laporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 66
| & ) W, [ S, (" LY. . 3 [y | ) — P S P ~ i~

1 L/ luCianunail 1\".IU1.I.J.LU]. J.J..I.S ucu1 uvcuuacu cu_aa lJL,J..ulJC d..l.
Hibah dan/atau Bantuan Sosial.

Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
Inspektur Daerah paling lambat tanggal 10 Februari tahun

A eceenvran harilriidmorn
CALLEEGAL CALL vl Lib A LiLy L.

Pemerintah Daerah dapat meminta audit khusus apabila
hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat indikasi kerugian Daerah.

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana

dimakenud pada avat (2) sehagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67
(1) Dupali mclakukain péimbinaan dan pengawasan dalam

pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan keuangan
dan aset daerah.

2\ Dawntiilsy vmnamhirnAann aahnanirmnnn Airmalreaind wwAada Avrad (1)
\v) AL ALGALY AR R AGAL L DU USRI AGAL A WAL AR AL | e L T

meliputi:

a. sosialisasi;

b. bimbingan teknis; dan
c. rapat koordinasi.

{4} Tata cara pelaksanaan pemhinaan eehagaimana dimalkeud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Inspektorat.

(A} Rentuk nengawasan Insnektarat sehagaimana dimaksnd
pada ayat (5) berupa:

a. monitoring dan evaluasi,
b. asistensi;

c. reviu; dan/atau

d. audit.

(7) Tata cara pelaksanaan pengawasan Inspektorat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TEATTYANT A ANT
[ PR FR VRV |

Pasal 68
Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan
pada:

. R = = el S TALALL Asaliadjes uv4w4 ALasa

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTITAN PENTITIIP

Pasal 69
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Paser Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian
Hibah dan Rantuan Sosial vang Rersumher dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER
ttd
KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 19.

Sahnan sesuai dengan aslinya

.’f_ Tfia“DAT A BACIAN UTIKIIM

“ZN1P. 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITQRING DAN EVAILITAST HTRAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SERTA
ILAPORAN HASII. MONITORING DAN EVAILITASI

1. SURAT PERMOHONAN PENGUSUL HIBAH/BANSOS

Nomor - —— g won Wy 20,
Lampiran : Kepada
Hal : Permohonan Yth. Bupati Paser

Hibah/Bansos Cq. Kepala SKPD (Nama SKPD

Pemberi Rekomendasi)
A+

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama ] R R SRR R e
No. KTP T a———
Alamat T T——
Jabatan S —————————

Nama Badan/Lembaga/Ormas . aesemnavm i s PSSR

Alamat Radan /T.emhaga /Ormas

Saya -selaku Ketua/Pimpinan/Kepala®™ ...caanasmivsassmmssisasavmiss i
(Badan/Lembaga/Ormas Pemohon Hibah/Bantuan Sosial), dengan ini
mengajukan permohonan Hibah/Bansos. Rincian Permohonan Hibah/Bansos
vang sava ajukan sebagaimana terlampir dalam Proposal Hibah /Bansos.
Demikian Surat Permohonan Hibah/Bansos ini disampaikan. Atas perhatian
dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Calon Penerima Hibah,

(Nama Jelas)



2.

FORMAT ILUSTRASI PROPOSAL HIBAH/BANSOS

Proposal Hibah/Bantuan Sosial, paling kurang memuat informasi sebagai

horilriit:
AN d AR L

i
2.

Tujuan Penggunaan Hibah/Bansos;

Besaran Nilai Rupiah dan Rincian Penggunaan Hibah/Bansos (Untuk
Hibah/Bansos berupa Uang) atau Nama/Jenis/Spesifikasi Barang dan
Jumlah Satuan/Volume Barang (Untuk Hibah/Bansos berupa Barang);

Renrana | alraci dan Tanooal Panocoiinaan Hihah /Ranana: dan
- N e e e Rt el | W o S SO sy S0y et eNmetn S ahie el TTWEISULSNT Ry weERae

2
4.

Informasi lainnya.

Demikian Proposal Hibah/Bansos ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja
samanya diucapkan terima kasih.

Calon Penerima Hibah,

(Nama Jelas)



3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGUSUL HIBAH/BANSOS

KOP SURAT

T, I-"DALI IQAI\T'T‘TTAN QMQTAT)

~ L e |

(PENGUS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

No. KTP _ R ———
Alamat T ———
Jabatan R R T SRS SRS
Nama Badan/Lembaga/Ormas S ——

ﬂ1nmh+ RAadanm IT armhaocn 1 v

CALLACA L LA CAVACALL [ AdCARARIRARA [ Srd AAI“U B I

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala®) ..........ccocciininiiinsiisiieiosies
Badan/Lembaga/Ormas Pemohon Hibah/Bantuan Sosial), dengan ini
menyatakan bahwa:

a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan di
dalam proposal hibah/bantuan sosial*) untuk Tahun Anggaran ... dan
apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka

saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi hukum
vang timhul

b. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggungjawab
atas penggunaannya secara formal dan materil apabila mendapatkan
bantuan dari Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
unsur paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.................................................

Nama Jabatan

‘ (materai)

Nama Jelas



4. HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

(Nama Badan/Lembaga/Ormas Penerima Hibah /Bantuan Sosial*)
TAHUTIN ANWIARAN

L4 AL AN ALY 4 ALY NANAL BATA ALY srsssssssas

NOMOR .......
Pada hari ini .............. tanggal ....... bulan ...l tahun
............ ((eriieiciiiiiiiiaiiiiinnee.........) yang bertanda tangan di bawah ini:
| No. | Naina Japataii Dalain Tiin Taiida Taiigaii |

Berdasarkan Surat Tugas Kepala PD (nama PD Pemberi Rekomendasi)
Nomor ............. tanggal ..... bulan ................... {72131 o SRR telah melakukan

P PP P s

e T2 - - ST e PR e
peLicuiLial LD LI aAdt el iiauaps.

Nama (Badan/Lembaga/Ormas): ......ccccoeviiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeee e
Alamat (Badan/Lembaga/Ormas): ....coiiiiiiiiiiiiiiiieei e

Dengan hasil sebagai berikut:
| T

No. Data Administrasi Sesuai g 1dak' Keterangan
esuai
A Kelengkapan Proposal Usulan
" | Hibah /Bansos
1. Tdantitae dan alamat nanmicinl
Identitas dan alamat pengusul
2. | Latar belakang
3. | Maksud dan Tujuan
4. | Rincian rencana kegiatan (jadwal
pelaksanadrn kegiaian)
S. | Rincian rencana penggunaan

hibah/bansos (rincian anggaran biaya)

B. | Dokumen Administrasi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Ketua/pimpinan, badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan *) (aslinya)

4. | Fotokopi Akta Notaris pendirian badan
hukum yang telah mendapat pengesahan
dari kementerian yang membidangi
hukum atau Keputusan Bupati tentang
pembentukan Organisasi/badan/
lembaga atau dokumen lain yang
dipersamakan *) (aslinya)

3. | Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) *) (aslinya)




No.

Data Administrasi

Sesuai

Tidak
Sesuai

Keterangan

Fotokopi surat keterangan domisili
organisasi

Kemasyarakatan dari Kelurahan
setempat atau sebutan lainnya *) (aslinya)

Fotokopi izin operasional/tanda
daftar badan/lembaga/ormas dari
instansi yang berwenang *) (aslinya)

Fotokopi sertifikat tanah /bukti
kepemilikan tanah atau bukti perjanjian
sewa bangunan/gedung atau dokumen
lain yang dipersamakan *) (aslinya)

Surat pernyataan tanggung jawab
bermaterai*) (aslinya)

Oaliiiail I€RCIiiliig vaiin yailg iiasiii astii
atas nama badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan (aslinya)

Fotokopi SK kepengurusan atau
dokumen yang dipersamakan *) (aslinya)

10.

Bantuan yang pernah diterima tahun
sebelumnya apabila ada (tanda terima
laporan pertanggungjawaban) *) (aslinya)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Catatan:

*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

Ketua Tim Evaluasi,

(Nama Jelas)

------------

..............




5. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

(Nama Badan/Lembaga/Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial*)

TAHTIN AN LADAN

A4 REANS LN & ALYNANALBLNL ALY sssssssssss

NOMOR .......
Pada hari i ...c.coveeee tanggal ....... {CTE1 1L R —— tahun
............ [cisinsassmissmmsssmnssansnness), YONE DErtanda tangan di basval ihi:
No. | Naina Jaataii Dalain Tiiii Taiida Taiigaii |

Berdasarkan Surat Tugas Kepala PD (nama PD Pemberi Rekomendasi)

NOmor :.ovvsivvvins tanggal ..... bulan. ..sosvesvisases tAbuR. s telah melakukan
pcninjauan lapangan ternaqap:
Nama (Badan/Lembaga/Ormas) : ......cccoeviiiriiiiiiiiiiiinieiaiieeeineeaeeeanns
Alamat (Badan/Lembaga/Ormas):  ...ccccvieiiriiniiniiieieieeieeseieeneanerneaanns
Dengan hasil sebagai berikut:
| | I ) T |
No. Data Administrasi Sesuai e Keterangan
Sesuai
A Kelengkapan Proposal Usulan
" | Hibah /Bansos
1. Tdantitae dan alamat nananiciil
Identitas dan alamat pengusul
2. | Latar belakang
3. | Maksud dan Tujuan
4. |Rincian rencana kegiatan (jadwal
pelaksanaan kegiaian)
S. | Rincian rencana penggunaan
hibah /bansos (rincian anggaran biaya)
B. | Dokumen Administrasi
L. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Ketua/pimpinan, badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan *) (aslinya)
22 Fotokopi Akta Notaris pendirian badan
hukum yang telah mendapat pengesahan
dari kementerian yang membidangi
hukum atau Keputusan Bupati tentang
pembentukan Organisasi/badan/
lembaga atau dokumen lain yang
dipersamakan *) (aslinya)
8.

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) *) (aslinya)




Tidak
Sesuai

No. Data Administrasi Sesuai Keterangan

4. | Fotokopi surat keterangan domisili

organisasi

Kemasyarakatan dari Kelurahan

setempat atau sebutan lainnya *) (aslinya)
5. | Fotokopi izin operasional/tanda

daftar badan/lembaga/ormas dari
instansi yang berwenang *) (aslinya)

Fotokopi sertifikat tanah /bukti
kepemilikan tanah atau bukti perjanjian
sewa bangunan/gedung atau dokumen
lain yang dipersamakan *) (aslinya)

7. |Surat pernyataan tanggung jawab
bermaterai*) (aslinya)

Saliiiaii f€REiliiig Daiix yaiig nasili antil
atas nama badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan (aslinya)

9. | Fotokopi SK kepengurusan atau
dokumen yang dipersamakan *) (aslinya)

10. | Bantuan yang pernah diterima tahun

sebelumnya apabila ada (tanda terima
laporan pertanggungjawaban) *) (aslinya)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengusul Hibah/Bantuan Sosial¥) Ketua Tim Evaluasi,

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

Catatan:
*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

dapat



KEPUTUSAN KEPALA PD PEMBERI REKOMENDASI TIM EVALUASI ATAS

USULAN HUBAH/BANTUAN SOSIAL DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
ATAS PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN DAN SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
48] Q] o v ——
(NAMA PD PEMBERI REKOMENDAS]I)

KEPUTUSAN KEPALA SKPD ......... (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)

NOMOR .m0
TENTANG

PEMRENTIIKAN TTM EVALITASI TJSTIT. AN HTRAH/RANTITAN SOSTATL*) DAN TTM
MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL?)

PI) ooouinss (NAMA PD PEMBERI REKOMENDAS]I)
TAHUN ANGGARAN ....

KEPALA PD i.ininonsvans (NAMA PD PEMBERI REKOMENDASI)

Menimbang: a.

Mengingat :

—

bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Paser
Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran,

Dalalranwmnnn A Danntniianhann DalAarnAarns Ana~
4 A ACALMAICAL ACARALL [T AL LA LA AL LA Ly e i e neeara

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial;

bahwa untuk melaksanakan penelitian atas usulan pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial*) dan monitoring dan evaluasi atas
nemberian Hihah dan Rantuan Sogial*) dinerlulkan keria tim;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala PD
...... (Nama PD Pemberi Rekomendasi) tentang Pembentukan
Tim Evaluasi atas Usulan Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial*) dan Tim Manitaring dan Fvaluasi atas Pemherian Hihah
dan Bantuan Sosial*) PD ...... (Nama PD Pemberi Rekomendasi)
Tahun Anggaran ...... :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuanoan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pokok Pokok Pengelnlaan Kennangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU:

KEDUA:

KETIGA:

KEEMPAT:

Membentuk Tim Evaluasi atas Usulan Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial*) dan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial*) PD ................ (Nama PD Pemberi Rekomendasi)

Tahun Anggaran ......... yang selanjutnya disebut “Tim ............. 7

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Evaluasi atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial bertugas:

a. meneliti administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan
pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial dari Calon Penerima Hibah
dan Bantuan Sosial*) kepada Bupati Cq. PD Pemberi Rekomendasi
............... sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Calon Penerima Hibah
dan Bantuan Sosial*);

c. menuangkan hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan
peninjauan lapangan dalam laporan,;

d. menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian administrasi dart
peninjauan lapangan kepada Kepala PD Pemberi Rekomendasi

Tim Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial bertugas:

a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosiai?)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Penerima Hibah dan
Bantuan Sosial (jika dianggap perlu), *);

c. menuangkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam

lapuiall,

d. menyampaikan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
kepada Kepala PD Pemberi Rekomendasi ...............

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Tim Evaluator dan Tim

Monitoring berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-



KELIMA:

KEENAM:

10

Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya aktivitas Evaluasi
atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial*) serta aktivitas Monitoring
dan Evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPD
(Nosmn PD Pembesri Relomendoasil ini dibebankan

........................ 4 ArAAARSNL L ACARNSAAA NS L A A LA

pada DPA-SKPD .....osssmsisnnse (Nama SKPD Pemberi Rekomendasi)
Tahun Anggaran ...........
Keputusan Kepala PD ................ (Nama PD Pemberi Rekomendasi) ini

berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31

Degemher |

Ditetapkan @i ..couservonsssns
nada tanggal

Kepala PD Pemberi Rekomendasi

(Nama Jelas Tanpa Gelar)



11

Lampiran

Keputusan Kepala PD Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Usulan
Hihoh/Bantuan Sogial*] Dan Tim Menitoring Dan Evaluasi Atas Pemberion
Hibah/Bantuan Sosial*) PD .......... (Nama PD Pemberi Rekomendasi) Tahun
Anggaran ....

SUSUNAN PERSONALIA TIM¥)

No. Nama/Jabatan NIP Keduduéc‘.an Dalam
im
(1) 2) (3) 4
Kepala SKPD,

(Nama Jelas Tanpa Gelar)

TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL¥)

SKPD ........ (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)
I . R | Kedudukan NDalam ]
No. Nama/Jabatan NIF s
Tim
(1) 2) (3) 4)
Kepala PD,

(Nama Jelas Tanpa Gelar)
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7. BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL¥)
BERUPA UANG DAN BARANG/JASA

KOP PD
Nomor - s e eereneneaeans 20...
Sifat
Lampiran : Kepada
Ml : Pefiplalasy Permchatiny Yih. Pemchon Hibah/Bontuan
Hibah/Bantuan sosial *) Sosial
di-

Tempat

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hlbah/ Bantuan Sosial®) yang

___________ &l T N 7 ala T . T ™A1 am ol o~
l..l..ld.J una..u AUIJG.\.;IG. J.JL-LPGI.L.L i G.DCL \./\.i. Lx\,ycu.a 4 s i \flllubll I.\CI\U.II.I.C.I.I.LLQDL
......................... sesuai surat Nomor ..................c........ tanggal .o
hal ..o, dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan

peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan permohonan hibah/bantuan
sosial sebagaimana dimaksud tidak dapat diproses.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala PD Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Bupati Paser (sebagai laporan);

*) pilih salah satu
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8. BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

KOP PD
Nomor RN RN SR A E R S s s eeRes T~ 20...
OHEE | eescsmsssmsemensmmeosaiess
Lampiran ..., Kepada
Hal : Rekomendasi Pengugulan VYth Runati Pager
Hibah/Bantuan Sosial Cq. Kepala SKPD
Berupa Uang *) di-

Tempat

Sehubungan dengan permohonan pemohon hibah/bantuan sosial*) yang
diajukain rcpada Dupati Tascir Cg. Kepaia I'D
.................... setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan
lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada penerima hibah/bantuan
sosial*) sebagaimana rincian terlampir.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-

119 A A cem
wiilcaigeads.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
saya bertanggungjawab penuh atas keabsahan rekomendasi ini.

TVemn b a2 Nealeccnn can ol ol
1 CiLiiucil noenuviLICLiIuaSDi

Kepala PD Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)

*) pilih salah satu
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DAFTAR REKOMEDASI

Tujuan dan Rencana Kegiatan
T

o Nama Alamat Kegiatan Besaran ' Ket.
Usulan Rekomendasi

1 Tujuan
Kegiatan | ;4 o [T | 75 ——
......... Rp.cooooos. | Rp ceneenne.
......... RPicccune  § R e
Dst 2.1« T R iuvanessan
Total 4 o [ 0 - [I—

2 Tujuan
Kegiaran B i isisus Rp oo
......... RO esivasne | IRD nansaenss
......... B cscsainuen | BB vansnasans
Dst 05 5 [T RY cosssosas
Total RD: ossusnsos 7+ o JJ—

3 | Dst

Kepala PD Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
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9. BENTUK REKOMENDASI  HIBAH/BANTUAN  SOSIAL  BERUPA
BARANG/JASA)

KOP PD
Nomor S e A S S AT s s we s ) e eerenaeanean 20...
Sifat
Lampiran :.......cccoeeviiiiiiiiiiiiiiciiiens Kepada
Hal : Relcomendasi Pengusuinn Yth. Bupat Paser
Hibah/Bantuan Sosial Cq. Kepala PD
Berupa Uang *) di-

Tempat

Sehubungan dengan permohonan pemohon hlbah/bantuan sosial*) yang

Ailatsaleacea leawmanda THueaa - 17~ T Tha—al. o -1~ o

uiCl.J uI\GJ.l nbyaua UHPGLJ. \/L:l lxcyma 1L 1 Clllucll l\CI\ULLJClLuﬂol ......................
sesuai surat Nomor ..........cccceceeneenns tangEal  oiinisiassasenmecs hal
........................... dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan

lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada:

Nama Y e R PR 8 SN RS

Alamat I meesaesssee e S S SRS S e s

Jenis Barang/Jasa **) T e e e s s s e S
Volume = I e, R

Harga Barang/Jasa **) BD riscisssisicans s h R RR T AR 5 TR s e )

mmmmmmmmm

ulivaligall.

Kepala PD Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)

*) pilih salah satu

*K) mocriailrae flav\r\rnh a a hilhalh (haAarnana (hAarnneolinan)
J PUL UGGl WlTigGll Hbte DO DRIoUD (o j



10. DAFTAR NAMA PENERIMA,

16

ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH

DITERIMA
r Nama I Alamat Nomor Identitas Penerima Besaran
No. P T P‘ T Hibah
enerima enerima NIK No. KK (Rp)
(1) 2) (3) (4) (S) (6)

Kepala PD Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
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11. PERTIMBANGAN TAPD

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
(SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER)

(PERTIMBANGAN TAPD)

................................................................ s ee eerirennnnnenns 2000,
............................................ Kepada
: Pertimbangan TAPD Yth. Bupati Paser
Terhadap Rekomendasi di-
Hibah dan Bantuan Sosial Tempat
1. Sehubungan dengan rekomendasi hibah dan bantuan sosial
yang disampaikan kepada kami oleh Kepala PD/Bagian dengan
rincian sebagai berikut:
i, Kepala PN /Ragian Nomor Surat ... ... . . Tanggal ... ...
ii. Kepala PD/Bagian Nomor Surat ............... Tanggal oo
iii. Dst.
Yang menyatakan telah dilakukan penelitian administrasi dan
peninjauan lapangan terhadap usulan Hibah dan Bantuan
Sonsial
2. Berkenaan dengan maksud tersebut diatas, sesuai prioritas dan

kemampuan keuangan, maka usulan belanja bantuan hibah dan
bantuan sosial tersebut dapat dipertimbangkan untuk
dialokasikan pada RKPD/Perubahan RKPD Tahun Anggaran

----------

3. Demikian untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua TAPD

(Nama Jelas)
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12. SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD HIBAH BERUPA UANG

Nomor

Qi 4
wJLlLaAL

Hal

Lampiran :

.................... y een vernnenneennnns 2000
Kepada

Permohonan Penandatanganan Cq. Kepala PD (Nama PD

NPHD Pemberi Rekomendasi)
di-

MTarmrnat
L Cliipa

Sehubungan dengan hibah daerah yang diajukan, kami:
Nama = comssassne st amasaa st e it

Alamat

.....................................................

dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1

Rincian anggaran hiava/rencana nengoiinaan hihah definitif
telah sesuai dengan rincian anggaran biaya/rencana
penggunaan hibah yang direkomendasikan oleh (Nama PD
Pemberi Rekomendasi ........... }:

Draft Naskah Perjanjian Hibah ...... telah sesuai dengan
ketentuan tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor
Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial).

Berkenaan hal tersebut di atas, Naskah Perjanjian Hibah

Daerah telah kami tanda tangani dan mohon untuk dapat
ditanda tangani oleh Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi ............

Demikian surat permohonan penandatanganan NPHD ini

disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terima kasih.

Penerima Hibah,

(Nama Jelas)
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13. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PD PEMEBERI REKOMENDASI .........
DAN

(NAMA PENERIMA HIBAH) TENTANG
PEMRERIAN HIRAH RERITPA TTANG

Pada hari ini ... tanggal ................ [ TETF: T ; SRT—— Tahun
............ yang bertanda tangan di bawah ini
Namaovimrmimsmiria Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPD Pemberi
b i T N .| - OT7TIT .o -la -l
INCRULLICLIUCIDL  cccsssssssssnas \bcaucu u\.uscul 1‘(1111(1 WIAL L/ uall md.ll.ld.l. PCJCI.UQL

IT.

penanda tangan); oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Paser, untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA

Nama .....ccooovvvvnivveninnnnnn. Jabatan = ... , berkantor di
- T IR | alaa

LLLL. sessssssssesssssssssasanae Galalii J..I.d..l. J..l.J..l. .I.l.l.CJ.l.Jd.,.la.I.l.l. Jauau;uxu_ya DLDLL(:LI. \‘.ll.l.l.clL

kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan (Hibah

untuk  Pemerintah/Pemerintah  Daerah) dan Pasal...... Anggaran

Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi

Kemasyarakatan berdasarkan akta Nomor ....... yang dibuat di
hadspan ... Notaris & ..o SShagaimana felsh disahlion
melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ....... yang dimuat
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor ....... Tahun ...... oleh

karenanya sah berwenang Dbertindak untuk dan atas nama

Pemerintah /Pemerintah = Daerah/Kelornpok Masyarakat/ Organisasi
Kemagvaralatan untul: selaniutnyva disebut PIHAK KENIIA

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana
tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan
terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1 TIndang-lIndang Nomaoar 17 Tahun 2002 tentang Kenangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi



10.

11.

12.

13.

14.
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Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran

R — e e L )

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Penganti IIndang-Tindang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tamhahan Ilemharan Negara Renuhlik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841):

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2022 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ... (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun ... Nomor ...);

Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ... (Berita Daerah
Kabupateii Naser Taliuil ... NOIoi ...,

Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun ... tentang tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun ... Nomor ...);
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15. Keputusan Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi ....... Nomor .... Tahun
tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kepada
Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan,

KWalamnnlr Aan Arnaocanta Maotraralr-at cartn Dartai Dalitils -mnda Aracnran
LLULVLL‘I’VLL ALAL L & Mdbb\-’m AIA\.A.IJJ BAL LALRLA L RBAWA LA A AL LAAL A NSALLAAN r“\"“ & .lAAbb“A- s

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi
.................. (Nama SKPD Pemberi Rekomendasi) Nomor ....., Tanggal
..................... PARA PIHAK senakat untulk melakulkan Perianiian Hihah

berupa Uang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

‘l,l IV Ve ¥LY L LaaN L Oavin LUICILIUCL IRl L 1Liiuals [ e} uya. ua.us l\.l:l.}d.ud. 1 111
KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA
senilai RP ...ccoomvivoen (... rupiah).

(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai
dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian

wrasmee +idals famaianlhlranm Ao rmaalralh amiasmiina hilala daseals s
yOAiE Ll UL PDCUIIINGULL MG L LACADIAGALE JAUL JOALLJICUL SAIRACALE MG Gl AL,

(3)Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertajnan UOtE uvsvnaiammssisemsiiss

PENGGUNAAN

Pasal 2
(1)PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan
Hibah /Proposal.
(21Relania Hihah sehagaimana dimaksud nada avat (1) dinergunakan
untuk:

No. Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah (Rp)

1. |:Nema Kegiathmn ....ovismnsanssioss g Ty
Uraiat: Belanja RP .. oevcemsuavasmives
Uraian Belanja Rp .......................

Contoh :

Belanja Konsumsi Rp ........cc......
Belanja ATK |4 S

2. | Nama Kegiatan ..............ccocvevnenenns
Uraian Belanja RD ..o
Uraian Belanja. KP s ssasveses BRI 5 a A S SR SR 0

Contoh :
Belanja Konsumsi Rp .................
Belanja ATK Rp i,

Jumlah B cisiciniiiisammsbansensarsausnasans

...................................................................................................




(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 3

DTI—T&T(; KEMNMITA manarima r-‘nﬂf; LI‘]'\NI"\ r‘nﬁ DIHALW DE‘D’PAR"A Tramo

DIHAK KEDIJA menerima PIHAK RTAMA vonga
disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi
oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dilarang rnengalihkan dana Hibah sebagaimana

dimalrend nada avnf ('H laannda nﬂ'\alc lain

PIHAK KEDUA menandatangam Pakta Integritas dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah.

Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi yang meliputi laporan
kenangan dan lanaran kegiatan/suh kegiatan naling lamhat tanggal
31 Desember tahun anggaran berkenaan.

PIHAK KEDUA selaku penerirna hibah dan objek pemeriksaan,
menyiapkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PIHAK PERTAMA memproses pencairan hibah berupa uang dan
mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah
dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

Menunda memproses pencairan hibah berupa uang apabila
PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan
berkas pengajuan hibsh sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BERALIHNYA TANGGUNG JAWAB DAN
KEWAJIBAN KEPADA PIHAK PENERIMA HIBAH

Pasal 5

PIHAK KEDUA menerima tanggung jawab dan kewajiban atas barang/jasa
yang telah dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

SANKSI

Pasal 6

Apabila terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai
dengan akhir tahun berkenaan maka PIHAK KEDUA wajib
menyetorkan Ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai
atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan/sub kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan/atau melaksanakan
Kcgiataii/ sup regialaili tuan Scsuai Uchnigail proposal yaiig diusuinail,
maka harus mengembalikan dana Hibah yang yang telah diterima
kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening Kas Umum Daerah.



23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

TMITTATZ DIATYTARS A MITTATT TZTATATT -~ - <1- =12 ~21a
L 111y 1 1_;1\1.111\'1:1 Uall L 1Linas Isiviys un QCPWL J..U.Cl.l_)( CleCLLI\GL.L.I. PC.I SCuSiaii

pada Pengadilan Negeri pada kedudukan PIHAK PERTAMA sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAIN-LAIN

Pasal 8
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini diatur lebih lanjut
dalam adendum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian perjanjian hibah-ini dibuat dan ditanda tangani di ........ pada
hari dan L&ﬁgsm teracbut di atas dalam Lmis.l{u.y 2 (dua; m&Sing-maSing
bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu)
eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK

KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Alasmesem Taliadaa T asvmala TITY IMTasae TITY DNaw-loa | p 0 I A ~a)
ivauia vauvaLall hwcpaia i1 1w \ur.:uua. 141rs 1 LLI.LUC.I..I. .I.\CI\UL.IJC.I..LUGQ.L},
(bermaterai)
(bermaterai)
Nama Jelas NIP.................

*)bagi penerima hibah rekomendasi dari instansi pemerintah
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14. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA

4 ALY A& BANA

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PD PEMBERI REKOMENDASI .........
DAN

(NAMA PENERIMA HIBAH) TENTANG
PEMRERIAN HIRAH RERIIPA RARANG /JASA

Pada hari ini .................. tanggal  .............. bulan tahun
........... yang bertanda tangan di bawah ini:
RANE. cuvmsseimmmmsarsissssa Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi .......... (sesuai dengan Nama SKPD dan alamat

11

pejabat penanda tangan), oleh karenanya sah berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

Nama. cossasmmanansy Jabatan ...
berkentor di JID. cconmusssemmrmvan dalam hal ini menjalani
jabatannya  sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah
vang bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah /Pemerintah
Daerah) dan Pasal ....... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah
untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan)
berdasarkan akta Nomor ........... yang dibuat di hadapan
............... Notaris di ................ sebagaimana telah disahkan melalui
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ..... yang dimuat dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor ................. Tahun ...........
tanggal ..o dan tambahan Berita Negara Nomor ............... Tahun,
oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah /Pemerintah Daerah/Kelornpok Masyarakat/Organisasi
Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana
tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan
terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) danjatau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

LE VRN
UJ 10y,

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahiinn DN tantnneos Dnﬂefnﬂnﬁ Darnatiiran Dovnnv-;ntn‘-\ Do rvren vty
L CLLEL AL _— LUL"—““& L wia Luyw‘ A iaCtALLAL AL A SoAdAN A ada s £ U&‘.&mlu
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Indang-TIndang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Paser Tahun 2022 Nomor 21);

Peraturan Dacrah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ... (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun ... Nomor ...);

Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ... (Berita

Daerah Kabupaten Paser Tahun ... Nomeor ...};

1 LiCaksupriatal 1w Ciiiais
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Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun ... tentang tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun ...
Nomor ...);

Keputusan Kepala PD Pemberi Rekomendasi ....... Nomor ....
Tahun ... tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial
Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi
Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai
Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran ...;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi

............ (PD Pemberi Rekomendasi) Nomor ...................., Tanggal
............... , PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian

Hibah berupa barang/jasa, dengan syarat dan ketentuan sebagai

berikut:
JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa barang/jasa kepada

PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK
PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:

l
Barang/Jasa | Barang/Jasa | Barang/Jasa | Barang/Jasa

L1 PN

Al = = Tssmnalals Cormaaci —i
Qg Juninaii LPCalinaol

Nilai | Keteranga

"
i

Jumlah

(3)

(1)

(3)

(4)

Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan
Hibah /Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari naskah perjanjian hibah daerah ini.

Penggunaan belanja hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertujuan untuk ...........cccoeevinennnn.

A VALALAC L ICAL A ALARSLALL WO w&mlllwlﬂ NALLLA ALY A -

berupa barang/aset, maka barang/aset menjadi milik PIHAK
KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 2
PIHAK KEDUA menerima Hibah barang/jasa dari PIHAK
PERTAMA dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan
kelengkapan herkas penyerahan hihah harang/iasa dipenuihi oleh
PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penggunaan Hibah Barang/Jasa.
PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah
hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa
Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan



(1)

(2)
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setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 3
PIHAK PERTAMA segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan
penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA
dan dinyatakan lengkap dan benar.
PIHAK PERTAMA menunda penyerahan Hibah barang/jasa
apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan
kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.
PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan
pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang
diberikan kepada PIHAK KEDUA.

BERALIHNYA TANGGUNG JAWAB DAN
KEWAJIBAN KEPADA PIHAK PENERIMA HIBAH

Pasal 4

PIHAK KEDUA menerima tanggung jawab dan kewajiban atas
barang/jasa yang telah dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(2)

PENYERAHAN HIBAH BARANG/JASA

Pasal 5
Untuk penyerahan Hibahbarang/jasa, PIHAK KEDUA harus
melengkapi dokumen sebagai berikut:
Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
surat pernyataan tanggung jawab bermeterei cukup; dan
persyvaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa Hibah dari PIHAK
PERTAMA segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai
dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan.
Penyerahan Hibah Daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

ROooTR

SANKSI

Pasal 6

Dalam hal penerima hibah tidak menggunakan hibah barang/jasa
sesuai dengan peruntukannya maka harus mengembalikan hibah
barang/jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan dana hibah
dan/atau tidak menyampaikan laporan penggunaan, maka dapat
dilakukan penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan
usulan dan/atau pencairan hibah dan/atau bantuan sosial.
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan
perselisihan pada Pengadilan Negeri pada kedudukan PIHAK PERTAMA
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAIN-LAIN

Pasal 8
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini diatur lebih lanjut
dalam adendum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di ... pada
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 {dua) masing-
masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1
(satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Kepala PD (Nama PD Pemberi
Rekomendasi),
(bermaterai)
(bermaterai)

Nama Jelas
NIP.... (bagi penerima hibah Nama Jelas
instansi pemerintah) NIP ...........
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15. PAKTA INTEGRITAS HIBAH
KOP BADAN/LEMBAGA/ORMAS
PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan
Bupati Nomor ........ Tahun ..o tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dengan ini kami yang
bertanda tangan di bawah ini: '

Nama L e e T S
No. KTP/NIP/NRP *) AN O A e R S A N
Jabatan T R R R AR R SRS AR
Nema Badan/Lembaga/Ormas ;| cuesssismanasssmssarasmmmsisspsssavssve
Alamat Badan /Lembaga/Ormas:  cessnmmsrmpsmasmmssimins s

Sebagai penerima hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Paser Tahun
Anggaran .......... sebesar Rp ..vovvvvinininnns Lo oxonnenesasiinedanian iesaavenia rupiah) yang
akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

Jumlah
(Rp)

1. | Nama Kegiatan ............ccccceevennnes RD onanesnsnmvsmavian
Uraian Belanja R ...csvisvimnsssssis
Uraian Belanja Rp ...oasissisnsises

No. Uraian Kegiatan/Penggunaan

Contoh :
Belanja Konsumsi Rp .................
Belanja ATK Rp oo,

2. | Nama Kegiatan .......ossssosvisnise
Uraian Belanja Rp ......ccocvvvvninnnnnn.
Uraian Belanja Rp ..........cccceeennen. RD o

Contoh :

Belanja Konsumsi Rp ........ccooeueee
Belanja ATK 1 SRR

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah
yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Bupati Cq. Kepala PD
Pemberi Rekomendasi (Nama PD) paling lambat tanggal 31 bulan Desember
Tahun Anggaran berkenaan;

2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan dan
NPHD yang telah ditandatangani serta bertanggung jawab secara formal dan
materiel atas penggunaan dana hibah yang diterima.

3. Tidak akan mengalihkan belanja hibah kepada pihak lain; dan

4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia apabila
di kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana hibah yang
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diterima.
Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat di atas kertas materai
cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ooooooooooooooooooooo § *ess sesscessssses srsessessen

Nama Jabatan

(materai)

Nama Jelas

*) Bagi penerima hibah instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah
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16. PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL
KOP BADAN/LEMBAGA/ORMAS
PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan
Bupati Nomor ........ 15 15 5 5 SRR, tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dengan ini kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama e e
No. KTP R RS AR SR R R S e SR
Jabatan D e N AR R SR AR SR e
Nama Badan/Lembaga/Ormas |  .ocoasssssomessasssissmisivissisisssssssuiss
Alaihek Badaff LemnbaafOrill’  .ucovramnsmsaseammas e s ey
Sebagai penerima bantuan sosial berupa uang dari Pemerintah Kabupaten
Paser Tahun Anggaran .......... sebesar Rp ..ccovvvenninnn.
rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
No. Uraian Kegiatan /Penggunaan Jlgg ')"lh
1. | Nama Kegiatan ............ccoceevnvnnennn. RD o,
Uraian Belanja Rp ........cccccveenennen.
Uraian Belanja Rp «.oovisesssssvanias
Contoh :
Belanja Konsumsi Rp .................
Belanja ATK Rp v,
2. | Nama Kegiatan ............................
Uraian Belanja Rp .......................
Uraian Belanja Rp ............coeeveeee Rp e
Contoh :
Belanja Konsumsi Rp .................
Belanja ATK B s
Jumlah RP oo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana
bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada
Bupati Paser Cq. Kepala PD Pemberi Rekomendasi (Nama PD) paling
lambat tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan;

2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan
yang telah ditandatangani serta bertanggung jawab secara formal dan
materiel atas penggunaan dana bantuan sosial yang diterima.

3. Tidak akan mengalihkan belanja bantuan sosial kepada pihak lain; dan

4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana
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bantuan sosial yang diterima.

Demikian surat pertanggung jawaban mutlak ini dibuat di atas kertas
bermaterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

--------------------- J stes sresseserssss sesssanvens

Nama Jabatan

(materai)

Nama Jelas
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17. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Pada hart i wessmmniins 725071 | S bulan ................ tahun
............ Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama T ——
JaBaa. T KepEld PD ..covsnmmimusismansivmsiesiess
Alamat & e

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama P
Jabatan : Penerima Hibah/Bantuan Sosial¥

AlBmat ¥ ssenssnsesses B
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..................cc......
Tahun ........cccceeeenes Tanggal .................. *) PIHAK PERTAMA menyerahkan
barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah
menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa daftar terlampir:

Jumlah Spesifikasi Nilai

Barang/Jasa | Barang/Jasa | Barang/Jasa et

No. | Nama Barang/Jasa

Jumlah

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini dibuat oleh kedua
belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan jumlah
yvang cukup, sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang/jasa
tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, memelihara/merawat
dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan (tempat dimana barang itu
dibutuhkan).

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan, Kepala PD (Nama PD
Pemberi Rekomendasi)

Nama Jelas (Nama Jelas)
NIP (Bagi Penerima Hibah NIF cisiisistiosammmnmmmensonns
Instansi Pemerintah)
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18. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)
................................................ (Nama Badan/Lembaga/Ormas)
TAHUN ANGGARAN ........

LOGO BADAN/LEMBAGA/ORMAS

NAMA BADAN/LEMBAGA/ORMAS ALAMAT
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KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN BERMATERAI TELAH MENGGUNAKAN DANA
HIBAH/BANTUAN SOSIAL SESUAI PROPOSAL DEFINITIF/RAB/NPHD

DAFTAR ISI

A. Laporan Keuangan
1. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial (Sesuai

RAB)
(sesuai format di bawah ini)
. . Anggaran Realisasi Saldo
No. | Uraian Kegiatan Ket
a (Rp) (Rp) (Rp)

2. Rincian Realisasi Kegiatan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial
(sesuai format di bawah ini)

No Uraian Rincian | Anggaran Realisasi Saldo
' Kegiatan (Rp) (Rp) (Rp)

Ket

3. Rekening Koran
Bukti Setoran Perngembalian Sisa Dana Hibah ke Kas Daerah* (jika
ada sisa dana hibah)

B. Laporan Kegiatan/Sub Kegiatan
1. Pendahuluan
2. Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan

C. Penutup
Kesimpulan

LAMPIRAN
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19. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
HIBAH/BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ty T LT T T TECu = v By SR
No. KTP/NIP *) T e R A R R AR A R R St
Jabatan T
Narna Badan /Lembaga/OrmAas ;  cwusismsissesimssmsssssssisvivsisssssssammssissssions
Aleisat Baden /LeMbagh/OMBER! .ovvssmimemosomsvsememom s s sy esgss
Dengan ini menyatakan bahwa dana Hibah/Bantuan Sosial *) dari Pemerintah
Kabupaten Paser Tahun Anggaran ......... sebesar Rp .coceiviiiiiiiiiiiinnnnns
et AN e B PR rupiah) telah digunakan sesuai dengasn
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani antara
Pemerintah Kabupaten Paser dQengam .ccccsvwsosesssssesssssansss (nama

badan/lembaga/ormas) *) /Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Proposal yang
diusulkan*), dan saya bertanggung jawab atas penggunaan dana
hibah /bantuan sosial tersebut baik secara pidana maupun perdata dan tidak
melibatkan Pihak Pemerintah Kabupaten Paser.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas matera1 untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................................................

Nama Jabatan

(materai)

Nama Jelas

*) pilih salah Satu
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20. USULAN KEPALA PD BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG

KOP PD PEMBERI REKOMENDASI

Nomor 3 sas s eSS R RN ReeseseEeEs Ea wess T 20...
Sifat
Lampiran : ..o Kepada
Hal : Usulan Permohonan Bantuan Yth. Bupati Paser
Sosial yang direncanakan Cq. Kepala Bappedalitbang
Kepada Individu dan/atau di-
Keluarga Berupa Uang Tempat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan
Bupati Nomor ...... Tahun ........ Tantang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dengan ini kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial dengan rincian
sebagai berikut:

Nama Alamat NIK No. Kartu Jenis Jumlah

Penerima Penerima Keluarga | Kelamin (Rp)

No.

Nl W I~

Bersama surat ini kami lampirkan Rencana Kebutuhan Belanja.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi

(Nama Jelas)
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21. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN
SOSIAL

No. Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rp)

|  WIN| =
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22. LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)
TAHUN ANGGARAN ......

NAMA PD PEMBERI REKOMENDASI
ALAMAT



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN
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B. PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN
1. Rencana/Usulan Kegiatan /Program
sesuai format di bawah ini)

Badan/ Uraian Program/ Anggaran
No. Lembaga/ Kegiatan/ Sub (Rp) Keterangan
Ormas Kegiatan 3
2. Realisasi Program Hibah/Bansos?*)
(sesuai format di bawah ini)
Uraian
Badan/ Program/ s
No. | Lembaga/ | Kegiatan/ Anigl%a;an Re(ag?s)a St S(aRld)o Keterangan
Ormas Sub p P P
Kegiatan
C. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
1. Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Secara Umum
2. Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Menunjang

Progarm/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Paser

D. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

1. Permasalahan

2. Pemecahan Masalah

E. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

LAMPIRAN
*) pilih salah satu
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23. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JENIS
BARANG/JASA/UANG YANG AKAN DIHIBAHKAN OLEH DINAS/BADAN ...
(SESUAIKAN NOMENKELATUR DINAS/BADAN) KABUPATEN PASER ATAS

BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI PASER,

a. bahwa dalam rangka pemberian hibah berupa

1.

barang/jasa/uang dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
secara menyeluruh serta merata dan tepat guna untuk
mendukung program ... (sesuaikan dengan program) dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan
Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial, dipandang perlu menetapkan Daftar Penerima
Hibah Beserta Jenis Barang yang Akan Dihibahkan oleh
Dinas/Badan ... (sesuaikan nomenkelatur dinas/badan)
Kabupaten Paser Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran ...;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Akuntansi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

12. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Daftar Penerima Hibah Beserta Jenis Barang yang Akan
Dihibahkan Oleh Dinas/Badan...(diisi nomenkelatur dinas/badan)
Kabupaten Paser Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran ..., dengan daftar
susunan penerima hibah beserta jenis barang yang akan
dihibahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Paser
melalui Dinas/Badan ... (sesuaikan nomenkelatur dinas/badan)
Kabupaten Paser kepada Penerima Hibah dilakukan setelah
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun Anggaran ... c.q. DPPA-SKPD
Dinas/Badan ... (sesuaikan nomenkelatur dinas/badan) Kabupaten
Paser pada program ... (diisi nama program) kegiatan ... (diisi nama
kegiatan).

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal ...

BUPATI PASER,
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Tembusan :

. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan).

. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).

. Inspektur Kabupaten Paser.

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

.Penerima Hibah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

U W~
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-.../...
TANGGAL ...

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JENIS
BARANG/JASA/UANG YANG AKAN DIHIBAHKAN OLEH
DINAS/BADAN....(SESUAIKAN NOMENKELATUR DINAS/BADAN) KABUPATEN
PASER ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN ...

PENERIMA

ALAMAT

No. HIBAH SEKOLAH JENIS BANTUAN NOMINAL

1 2 3 4 5

1 2 unit Laptop merk | Rp. 29.912.500,- (dua puluh
Asus, 1 unit printer | sembilan juta sembilan ratus
merk canon, 1 set|dua belas ribu lima ratus
Portable Ventilator | rupiah)
Kipas, 3 unit Wastafel
Portable.

2

3

BUPATI PASER,
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24. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL ATAS BEBAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PADA DINAS/BADAN ... (DIISI NOMENKELATUR DINAS/BADAN) KABUPATEN

Menimbang:

Mengingat:

PASER TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI PASER,

a. bahwa dalam rangka pemberian Bantuan Sosial berupa ...

untuk mendukung program ... (sesuaikan nama program) di
Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1)
atau ayat (2) (sesuaikan jenis bantuan sosial) Peraturan Bupati
Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial, dipandang perlu menetapkan Daftar Penerima
Bantuan Sosial oleh Dinas/badan (nama nomenkelatur
dinas/badan) Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran ...;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

12. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa ... Oleh Dinas/Badan

(diisi nomenkelater dinas/badan) Kabupaten Paser Atas Beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser

Tahun Anggaran ..., dengan daftar susunan penerima Bantuan

Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, menjadi dasar penyaluran/penyerahan Bantuan

Sosial.

Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah

Kabupaten Paser dalam hal ini Dinas/Badan (diisi nomenkelater

dinas/badan) Kabupaten Paser kepada Penerima Bantuan Sosial

dilakukan setelah melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan oleh penerima Bantuan Sosial untuk
pencairan /realisasi belanja Bantuan Sosial beserta rincian
penggunaan belanja Bantuan Sosial;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya
penerima bantuan sosial; dan

c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial diterima dan digunakan sesuai dengan
usulan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Paser Tahun Anggaran ... c¢.q. DPPA-SKPD

Dinas/Badan (diisi nomenkelater dinas/badan) Kabupaten Paser

pada Kegiatan ....

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan).
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).
3. Inspektur Kabupaten Paser.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
6.Penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-.../...
TANGGAL ...

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER
PADA DINAS/BADAN... (NAMA NOMENKELATUR) KABUPATEN PASER TAHUN

ANGGARAN ___
No PENIERINGA. ALAMAT gfl\?’IUAN ggg{fL PD PENANGGUNG
- | BANTUAN SOSIAL Ro) JAWAB TEKNIS
P 2 3 4 5
1
2
3

~~, Salinan sesuai dengan aslinya

n 1
L T Ea DAMATAR TITTIZTTAA
2 L § oo I\unu;nxi IFRWELNWEL Y
-..,...3\\ O\

O\

5 'g \‘l}..{‘\‘ -
. q \ ot

4
4
——

BUPATI PASER,

........................

BUPATI PASER,
ttd

FAHMI FADLI




